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ABSTRACT

This study aims to describe and uncover the reasons for not achieving the
contribution of the Surface Water Tax of Palembang City in 2017. The concept used is the
concept proposed by Mardiasmo and thent measuring the Interval Ratio Contribution
category and measuring the growth rate of Surface Water Tax based on the Tax Growth
Rate criteria by Halim in 2007. This study used a qualitative method with a descriptive
approach. Data collection techniques used were interviews, documentation, and library
studies. The results of this study found that the contribution of the Surface Water Tax of the
City of Palembang to the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province in 2017
was classified as a very low contribution ratio category. This contribution is influenced by
several factors, namely inhibiting factors and supporting factors. The addition of new
companies is as big as PDAM and PT. PUSRI as a taxpayer is needed because of the very
lacking contribution of the Surface Water Tax of the City of Palembang. The Regional
Revenue Agency of South Sumatra Province and UPTB Palembang I and Palembang Il are
expected to continue to improve socialization so that there is no longer limited knowledge
of taxpayers regarding the obligation to pay Surface Water Taxes.

Keywords : Contributions, Receipts, Taxes, Water, Surface.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap penyebab tidak
tercapainya kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang tahun 2017,
Konsep yang digunakan adalah konsep yafg dikemukakan oleh Mardiasmo kemudian
dilakukan pengukuran kategori Interval Rasio Kontribusi serta mengukur laju pertumbuhan
Pajak Air Permukaan didasarkan pada kriteria Laju Pertumbuhan Pajak oleh Halim tahun
2007. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi
kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Air
Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2017 tergolong pada kategori rasio kontribusi sangat kurang, Kontribusi ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.
Penambahan perusahaan baru sebesar PDAM dan PT. PUSRI sebagai wajib pajak
diperlukan karena terkait kontribusi Pajak Air Permukaan Kota Palembang yang sangat
kurang. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB Palembang I serta
Palembang 1T diharapkan terus meningkatkan sosialisasi agar tidak ada lagi keterbatasan
pengetahuan wajib pajak terkait kewajiban membayar Pajak Air Permukaan,

Kata Kunci : Kontribusi, Penerimaan, Pajak, Air, Permukaan.
Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Lili Erina; M.Si
NIP. 196612301992032001

Palembang,  Juli 2019
Ketua Jurusan IlImu Administrasi Publik
Fakultas Ilo'sial dan Ilmu Politik
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diproduksi di dalam negeri maupun diimpor.

: Orang yang menurut Undang-undang harus dibebani

pajak

. Investasi atau penanaman modal yang dilakukan
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: Pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan

yang baru dibangun selama periode tertentu.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan.

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik.
Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Upaya dalam mencapai pembangunan nasional, maka
penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah
ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia. Usaha untuk mencapai tujuan
pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk
jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-
pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan
pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam

daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Upaya



Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan salah satunya adalah menyerap dari
sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai
sektor pendapatan yang lain. Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia
merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang
dapat diandalkan bagi daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Sejak tahun 1948 telah menempatkan
pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan
retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada
dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan
dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada
umumnya. Setiap anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau
badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun
yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau
retribusi daerah yang terutang, proses pemungutan pajak dan retribusi daerah pada
akhirnya menunjukkan akan memberikan beban kepada masyarakat. Masyarakat perlu
memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi
kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Permasalahan yang sering kali terjadi di
Indonesia adalah kurangnya kesadaran orang pribadi atau badan dalam hal membayar
pajak daerah, padahal dalam pelaksanaan pengelolaan pajak, tak luput dari peran aktif
masyarakat dalam membayarkan kewajibannya akan pajak untuk kemakmuran daerah dan
negara ini karena pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang luas dan
nyata bagi pembangunan daerah dan sekaligus dapat mewujudkan pelaksanaan Otonomi

Daerah.



Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 1 Angka 1, menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2005:7) dalam
bukunya yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

“Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah)

berdasarkan Undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib

membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa)

secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menerapkan Undang-undang tersebut, telah

menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah.
Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 | Pajak Daerah 2.911.883.386.175,00 | 2.835.440.186.799,80 97,37
2 | Retribusi Daerah 14.542.756.000,00 15.442.784.364,00 | 106,19
Hasil Pengelolaan
3 | Kekayaan Daerah 79.561.220.650,00 55.702.074.349,60 70,01
yang Dipisahkan
4 | Lain-lainPendapatan |54 273 63340000 | 125.048.578.790,55 | 78,46
Asli Daerah yang Sah

Total 3.165.360.996.225,00 | 3.031.633.624.303,95 95,78
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Tabel 1 di atas data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dapat dilihat bahwa
kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 yang paling
banyak berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-
KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Penelitian ini hanya akan membahas

salah satu pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan



yaitu Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan di Provinsi. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan

dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No Jenis Pajak Tahun 2015
J Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1, | Pajak Kendaraan 777.486.400.742,00 |  788.639.973.747,00 | 101,43
Bermotor (PKB)
PKB R2 dan R4 775.275.400.742,00 | 785.782.252.496,00 | 101,36
PKB Alat Berat 2.000.000.000,00 2.507.725.268,00 | 129,89
PKB Atas Air
(PKAA) 211.000.000,00 259.995.983,00 | 123,22
Bea Balik Nama
2. | Kendaraan Bermotor 710.570.000.000,00 |  599.151.806.746,00 | 84,32
(BBN-KB)
BBN R2 DAN R4 710.000.000.000,00 | 596.462.294.191,00 | 84,01
BBN Alat Berat 500.000.000,00 2.637.433.155,00 | 527,49
BBN Atas Air (BBN- 70.000.000,00 52.079.400,00 | 74,40
KKA)
3, f:ﬁg)A'r Permukaan 5.284.838.000,00 6.898.796.013,55 | 130,54
4 | PBB-KB 640.000.000.000,00 | 610.577.042.978,40 | 95,40
5. | Pajak Rokok 377.443.298.942,00 | 319.597.513.677,00 | 84,67
Jumlah 2.510.784.537.684,00 | 2.324.865.133.161,95 | 92,60

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Data Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air
Permukaan tahun 2015 target dan realisasinya paling rendah dibanding jenis pajak daerah
yang lainnya, yaitu dengan target hanya sebesar Rp.5.284.838.000,00 dan realisasinya
sebesar Rp.6.898.796.013,55 dengan capaian persentasenya sebesar 130,54 persen.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No Jenis Pajak Tahun 2016
! Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1, | Paiak Kendaraan 1.036.420.637.518.00 |  850.081.635.310,00 | 82,02
Bermotor (PKB)
PKB R2 dan R4 1.033.013.683.981.00 | 847.081.975.441.00 | 82,00
PKB Alat Berat 3.195.953.537,00 2774.033.332.00 | 86,80
PKB Atas Air
(PKAA) 211.000.000,00 225.626.537,00 | 106,93




Lanjutan Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Bea Balik Nama

2. | Kendaraan Bermotor 741.820.000.000,00 528.600.881.474,00 71,26
(BBN-KB)
BBN R2 DAN R4 740.000.000.000.00 | 526.209.192.157.00 | 7111
BBN Alat Berat 1.750.000.000,00 2.340.144.917,00 | 133,72
BBN Atas Air (BBN- 70.000.000,00 51544.400,00 | 73,63
KKA)
3. f:ﬁg)A'r Permukaan 5.991.981.692,00 6.695.115.133.96 | 111,73
4 | PBB-KB 640.000.000.000.00 | 513.205.513.586.00 | 80,19
5. | Pajak Rokok 487.528.096.368.00 | 480.376.919.229.00 | 9853
Jumlah 2.911.760.715.578,00 | 2.378.960.064.732.96 | 81,70

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air Permukaan

tahun 2016 target dan realisasinya paling rendah dibanding jenis pajak daerah yang

lainnya, yaitu dengan target hanya sebesar Rp.5.991.981.692,00 dan realisasinya sebesar

Rp.6.695.115.133,96 dengan capaian persentasenya sebesar 111,73 persen.

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No Jenis Pajak Tahun 201.7 -
Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1. | Pajak Kendaraan 859.985.858.854,00 |  877.960.831.995,00 | 102,09
Bermotor (PKB)
PKB R2 dan R4 850.000.000.000,00 |  873.456.322.575,00 | 102,76
PKB Alat Berat 9.710.858.854,00 4.237.725.858,00 | 43,64
PKB Atas Air (PKAA) 275.000.000,00 266.783.562,00 | 97,01
Bea Balik Nama

2. | Kendaraan Bermotor 861.782.735.321,00 808.325.809.350,00 93,80
(BBN-KB)
BBN R2 DAN R4 853.462.735.321,00 | 802.473.526.615,00 | 94,03
BBN Alat Berat 8.250.000.000,00 5.788.147.385,00 | 70,16
BBN Atas Air (BBN- 70.000.000,00 64.135.350,00 | 91,62
KKA)

3 ?;‘K‘F‘,()A" Permukaan 15.250.000.000,00 10.845.979.912,40 | 71,12

4. | PBB-KB 697.000.000.000,00 | 670.559.294.854,40 | 96,21

5. | Pajak Rokok 477.864.792.000,00 |  467.748.270.688,00 | 97,88

Jumiah 2.911.883.386.175,00 | 2.835.440.186.799,80 | 97,37

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Data Tabel 4 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air

Permukaan tahun 2017 target dan realisasinya paling rendah dibanding jenis pajak daerah



yang lainnya, yaitu dengan target hanya sebesar Rp.15.250.000.000,00 dan realisasinya
sebesar Rp.10.845.979.912,40 dengan capaian persentasenya hanya sebesar 71,12 persen.

Data Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dilihat untuk tahun 2015 dan tahun 2016 penerimaan
pajak daerah untuk jenis Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan telah mencapai target, sedangkan Tabel 4 untuk tahun 2017 sendiri
belum mencapai target yaitu hanya sebesar 71,12 persen.

Data Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 juga dapat dilihat perkembangan realisasi
penerimaan pajak daerah untuk jenis Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah
Sumatera Selatan tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Target tertinggi ada pada tahun
2017 yaitu sebesar Rp.15.250.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pada tahun tersebut
yaitu sebesar Rp.10.845.979.912,40 dengan persentase hanya mencapai 71,12 persen.

Tabel 5 Data Jumlah Wajib Pajak Pajak Air Permukaan

Jumlah Wajib Pajak/Perusahaan

No UPTB Kab/Kota 2015 2016 2017
1 | Palembang I 17 18 18
2 | Palembang Il 10 10 16
3 | Musi Banyuasin (Muba) | 6 7 6
4 | Musi Banyuasin (Muba) |1 7 10 11
5 | Banyuasin 22 28 33
6 | Ogan Komering Ilir (OKI) I 6 9 10
7 | Ogan Komering Ilir (OKI) Il 2 3 3
8 | Ogan llir 6 7 8
9 | Ogan Komering Ulu (OKU) 9 11 10
10 | Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) 1 2 2
11 | Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) | 1 1 2
12 | Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) 11 12 15 16
13 | Muara Enim 27 28 33
14 | Prabumulih 2 2 2
15 | Lahat 14 16 20
16 | Pagaralam 3 4 6
17 | Musi Rawas (Mura) 2 2 3
18 | Lubuk Linggau 1 1 1
19 | Empat Lawang 6 6 7
20 | Muratara - 1 3
21 | Pali 2 3 5
Jumlah 156 184 215

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018



Setiap komponen penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang berbeda
terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu komponen yang
harus mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintanh Daerah Provinsi Sumatera Selatan
adalah Pajak Air Permukaan khususnya untuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
Palembang | dan Palembang II. Jumlah wajib pajak untuk UPTB Palembang | berjumlah
18 wajib pajak dan UPTB Palembang Il berjumlah 16 wajib pajak. Jika dijumlahkan dari
kedua UPTB untuk Kota Palembang maka berjumlah 34 wajib pajak yang merupakan
paling banyak di antara UPTB yang lain.

Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan penelitian untuk menganalisis
bagaimana kontribusi atau persentase sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah
khususnya Pajak Air Permukaan untuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kota
Palembang sebagai salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan penerimaan Pajak
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis tertarik mengambil judul penelitian berdasarkan permasalahan di atas, yaitu
“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan
adalah mengapa Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang Tahun

2017 tidak tercapai ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap penyebab dari tidak tercapainya

Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang Tahun 2017.



Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan limu
Administrasi Publik khususnya konsentrasi Administrasi Keuangan Publik, yaitu
aspek penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air Permukaan.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan

pertimbangan bagi peneliti di masa akan datang dan pihak yang berkepentingan.
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